BAB V
PEMBAHASAN

Pemaparan pembahasan bersumber dari hasil penelitian pada Bab IV yang
didapatkan dengan melakukan wawancara pada Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan penelitian langsung pada
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta sebagai unit pelaksana
teknis yang mengetahui langsung keadaan kelebihan kapasitas. Dengan
mewawancarai sepuluh orang sebagai informan yang dianggap dapat mewakili dan
mengetahui, serta dapat memberikan data atau informasi pada proses Implementasi
Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas 1A Jakarta.

Pembahasan hasil analisis dan penelitian ini merupakan informasi dan data
fakta langsung yang terdapat di lapangan. serta disesuaikan dengan penggunaan
teori yang dikemukakan oleh George C. Edward I11 (1980) yang menetapkan empat
indikator sebagai unsur yang terpenting dalam implementasi kebijakan yaitu
Komunikasi, berasal dari komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan
dengan pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan penanganan
kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta.
Sumber Daya, berasal dari jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi
relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-
sumber terkait dalam pelaksanaan kegiatan, adanya kewenangan yang menjamin
bahwa kegiatan dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta
adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat digunakan seperti dana dan sarana
prasarana untuk melakukan implementasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas IlA. Disposisi, berasal dari disposisi para pegawai dalam melaksanakan
kebijakan yang dapat mempengaruhi keefektifitasan implementasi kebijakan di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 1A Jakarta. Struktur Birokrasi, berasal
dari karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang dimiliki dalam
menjalakan kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 1A Jakarta
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5.1 Komunikasi
5.1.1 Transmisi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari
penyaluran komunikasi yang baik mengenai kesadaran pejabat UPT terkait
pemahaman suatu keputusan dan perintah yang telah dibuat untuk
dilaksanakan. Pada penyaluran komunikasi yang dilakukan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan yang ada di
di Indonesia, yaitu dengan memberikan penguatan kepada petugas di UPT-
UPT terkait dengan memberikan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan
Kelebihan Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan.

Dalam melakukan penyaluran komunikasi ke UPT-UPT terkait,
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan pihak eksternal
untuk membantu penanganan WBP di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di
Indonesia seperti bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga
Swadaya Masyarakat, Non Governmental Organization, Kepolisian, Tentara
Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Dinas Ketenagakerja, dan Rohaniawan.

Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas bertujuan
untuk memberikan acuan secara sistematis, terarah, terukur, dan
kompeherensif. Untuk itu dilakukannya sosialisasi agar pemasyarakatan
berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara yang didapat pada Lapas
Narkotika Kelas IlA Jakarta, sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan sudah berjalan dengan lancar dalam memberi
penguatan-penguatan kepada seluruh jajaran di Lapas Narkotika Kelas 1A
Jakarta. Dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas, para pegawai
Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta saling berkoordinasi satu sama lain dengan
5 Seksi yaitu Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Seksi Kegiatan
Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Seksi KPLP, dan Tata
Usaha.
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Dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas, para pegawai
Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta juga melakukan sosialisasi terhadap WBP.
Namun, dari hasil wawancara kepada Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat
perbedaan pendapat mengenai sosialisasi Kebijakan Grand Design
Penanganan Kelebihan Kapasitas pada Lapas. Bahwasannya WBP masih ada
yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Dari hasil observasi dan
dokumentasi yang didapat bahwasannya penyaluran komunikasi antara
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Lapas Narkotika Kelas A
Jakarta sudah berjalan dengan baik dalam memberikan penguatan kepada
pimpinan maupun staff nya dalam menjalankan tugas yang diberikan pada
kebijakan tersebut. Sosialisasi dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak
eksternal dalam melakukan penanganan WBP yang kelebihan kapasitas.
Namun, berbanding terbalik dengan hasil observasi yang dilakukan di Lapas
Narkotika Kelas I1A Jakarta kepada WBP yang masih kurang mengerti
mengenai kebijakan tersebut dan masih terdapat WBP yang menjawab
dengan ragu terkait sosialisasi kebijakan grand design penanganan kelebihan
kapasitas.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta mengenai
penyaluran komunikasi, sudah berjalan dengan cukup baik terkait sosialisasi
yang diberikan kepada pimpinan dan staff yang diberikan tanggungjawab.
Namun, terdapat kesalahan penyaluran komunikasi mengenai sosialisasi
kebijakan grand design penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika
Kelas 1A Jakarta kepada WBP sehingga masih terdapat ketidaktahuan WBP
mengenai kebijakan tersebut.

5.1.2 Kejelasan

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari
instruksi yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan. Pelaksana
kebijakan membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan
agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai dengan isi kebijakan
tersebut agar tidak salah mengambil tindakan demi terciptanya eksistensi

kebijakan yang sudah ditetapkan.
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Dalam melakukan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan
Kapasitas membutuhkan pemahaman yang selaras dari Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan sampai ke UPT-UPT terkait. Komunikasi antar sesama seksi
harus saling berkaitan supaya tidak menyebabkan gangguan keamanan.
Dalam hasil wawancara yang didapat pada Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas sudah
cukup jelas untuk menjadi tolak ukur bagaimana arah dan batas dalam
melakukan tahapan-tahapan pembinaan dan pelayanan kepada WBP. Dari
kebijakan tersebut lahirlah kebijakan baru untuk melakukan penanganan
kelebihan kapasitas yaitu adanya program asimilasi rumah yang dilakukan
pada masa Covid-19 dan diperpanjang sampai saat ini untuk membantu
percepatan WBP untuk keluar dari Lapas.

Namun, dari hasil wawancara kepada Warga Binaan Pemasyarakatan
terkait pemahaman tentang Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan
Kapasitas Pada Lapas, bahwasannya masih terdapat WBP yang belum
mengetahui keseluruhan kebijakan tersebut sehingga masih terdapat WBP
yang belum mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian ataupun pembinaan
kemandirian. Padahal kegiatan tersebut diwajibkan bagi WBP agar bisa
mendapatkan hak integrasi berupa Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB),
Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), dan Remisi.
Ketidaktahuan tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada
WBP terkait pemahaman Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan
Kapasitas Pada Lapas.

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang didapat bahwasannya, para
pimpinan dan staff Lapas Narkotika Kelas IlA Jakarta sudah memahami
dengan cukup jelas mengenai Kebijakan Grand Design Penanganan
Kelebihan Kapasitas Pada Lapas. Namun, berbanding terbalik dengan hasil
observasi yang dilakukan kepada WBP yaitu masih terdapat WBP yang
belum memahami secara keseluruhan kebijakan tersebut dikarenakan

kurangnya sosialisasi. WBP hanya mengetahui program-program pembinaan
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yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Karena kurangnya
pemahaman WBP mengenai keseluruhan kebijakan tersebut, WBP yang
mengikuti program pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian
hanya 1.190 orang dari 3.066 orang.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta, pimpinan
dan staff sudah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Grand
Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas. Dikarenakan
sosialisasi yang sudah dijalankan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
kepada Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta sudah tersampaikan kepada para
pimpinan dan staff. Namun, terdapat hambatan yaitu kurangnya pemahaman
WBP terkait keseluruhan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan
Kapasitas dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai
Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta yang mengakibatkan belum semuanya
WBP ikut dalam kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian untuk
mendapatkan hak integrasi.

5.1.3 Konsistensi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari
Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten
untuk diterapkan dan dijalankan. Implementasi kebijakan ini dilihat dari
kejelasan peraturan dan pemahaman para pelaksana untuk melakukan proses
pelaksanaan kebijakan ini.

Dalam melakukan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan
Kapasitas pada Lapas, perintah yang diberikan harus konsisten, jelas, dan
tidak membingungkan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah
melakukan sosialisasi terkait penguatan pegawai yang ada di UPT-UPT agar
konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengenai
penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas. Hasil wawancara pada Lapas
Narkotika Kelas 1A Jakarta, bahwasannya perintah yang harus dilaksanakan
mengenai Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas sudah

cukup jelas bukan hanya berkaitan dengan pembinaan saja tetapi mengenai
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konsep pemasyarakatan yang baik. Perintah yang harus dilakukan oleh Seksi
Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi
Administrasi Keamanan dan Ketertiban, dan Kondisi Kesatuan Pengamanan
Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta sudah cukup jelas dalam melakukan
penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas. Para staff yang terdapat pada
seksi tersebut sudah memahami tugas yang harus dilakukan dengan
memberikan pembinaan, pelayanan, menyiapkan sarana prasarana, serta
memberikan pengamanan bagi WBP.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, bahwasannya pimpinan dan
staff Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta sudah memahami perintah yang harus
dilaksanakan untuk melakukan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas
Narkotika Kelas 11A Jakarta. Perintah tersebut sudah berjalan di tiap seksinya
untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan bagi WBP.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta, sosialiasi
yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Lapas Narkotika
Kelas 1A Jakarta terkait perintah yang harus dilakukan pada Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penanganan
Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, sudah cukup jelas dikarenakan para
pimpinan dan staff Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dapat memahami
perintah yang diberikan dan sudah berjalan di tiap seksinya.

5.2 Sumber Daya
5.2.1 Staff

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari
adanya staff yang menjadi keberhasilan ketepatan atau kelayakan dalam
melakukan kebijakan yang sudah ditetapkan. Kompetensi dan jumlah staff
sangat berdampak pada proses jalannya kebijakan serta tugas dan fungsi yang
diberikan oleh staff dapat berdampak pada proses jalannya kebijakan.

Dalam melaksanakan Ke bijakan Grand Design Penanganan Kelebihan
Kapasitas Pada Lapas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih terus
melakukan penguatan kepada pegawai yang terdapat di UPT-UPT terkait,

dikarenakan minimnya jumlah pegawai yang ada di Lapas di seluruh
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Indonesia. Dilakukannya penguatan tersebut agar penilaian kinerja pegawai
dapat meningkat dalam melakukan penanganan kelebihan kapasitas yang
terjadi di Lapas dengan melakukan pelatihan dan diklat bagi pegawai agar
kompetensi pegawai mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam meningkatkan kompetensi para pegawai Lapas Narkotika Kelas
1A Jakarta, melakukan coaching dan mentoring di tiap bulannya untuk
meningkatkan penanganan kelebihan kapasitas. Namun, Hasil wawancara
yang didapat pada Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta terdapat hambatan pada
jumlah staff di tiap seksinya sangat sedikit untuk melakukan penanganan
kelebihan kapasitas, seperti minimnya jumlah staff di Seksi Kegiatan kerja
yang mengharuskan seorang pegawai mengisi 2 (dua) kegiatan secara
bersamaan. Lalu pegawai di Seksi Administrasi Keamanan melakukan
rangkap kerja di bagian lain dikarenakan minimnya SDM. Selain itu terdapat
pegawai yang masih kurang dalam kompetensinya seperti masih sedikitnya
staff di seksi kegiatan kerja yang memiliki sertifikat ahli dan masih kurangnya
kompetensi staff Kondisi Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika Kelas I1A
Jakarta dalam melakukan pendeteksian manual penyelundupan narkoba.
Hambatan lainnya juga terdapat WBP yang merasa belum sesuai dengan
kinerja pegawai Lapas Narkotika Kelas 11A Jakarta tetapi terdapat WBP yang
sudah merasa cukup sesuai dengan kinerja pegawai Lapas Narkotika Kelas
I1A Jakarta

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan, bahwasannya
jumlah pegawai Lapas Narkotika Kelas Il1A Jakarta hanya terdapat 250 orang.
Jumlah pegawai yang melakukan pembinaan kepribadian bagi WBP hanya
44 orang, jumlah pegawai yang melakukan pembinaan kemandirian bagi
WBP hanya 13 orang, dan Jumlah pegawai yang melakukan pengamanan
pada WBP hanya 116 orang yang dibagi dalam 4 regu yang tugasnya dibagi
dalam 3 shift yaitu shift pagi, siang, dan malam 1 regu jaga berisi 25 orang.
Jumlah tersebut sangat sedikit dibanding dengan jumlah WBP yaitu 3.066
orang. Jumlah pegawai yang sedikit belum cukup untuk melaksanakan

Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas ditambah dengan
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terdapat pegawai yang masih kurang kompetensinya dalam melakukan untuk
melakukan penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas 1A
Jakarta.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas 11A Jakarta, walaupun
sudah dilakukannya penguatan kepada para pegawai melalui coaching dan
mentoring di tiap bulannya untuk peningkatan kompetensi penanganan
kelebihan kapasitas, dari segi kualitas terdapat pegawai yang masih kurang
kompetensinya dalam melakukan kegiatan pembinaan dan juga pengamanan.
Dari segi kuantitas juga sangat kurang dan belum cukup untuk melakukan
penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta. Pada
pegawai di Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban juga melakukan
pelimpahan kerja di bidang lain karena minimnya SDM Ketersediaan Sumber
Daya Manusia dalam hal pembinaan kemandirian terhadap WBP masih
sangat kurang sehingga pada Seksi Kegiatan Kerja melakukan upaya
pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada tetapi
upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan diluar
kemampuan. Jumlah para pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah WBP
berdampak pada pelaksanaan Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan
Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta menjadi tidak efektif.

5.2.2 Informasi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu
diperlukannya informasi yang relevan kepada para pelaksana, apa yang harus
dilakukan, dan bagaimana para pelaksana kebijakan ini harus melakukannya
dengan diberikannya petunjuk teknis kepada pelaksana. Informasi juga harus
memadai tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan
tersebut.

Media petunjuk pelaksana teknis dalam penanganan kelebihan
kapasitas pada Lapas haruslah sesuai dengan SOP. Media petunjuk pelaksana
teknis dapat membantu dengan mudah pelaksana kebijakan maupun WBP

dalam melakukan alur proses pemasyarakatan. Dari hasil wawancara pada
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Lapas Narkotika Kelas 11A Jakarta sudah terdapat media petunjuk pelaksana
teknis yang sesuai dengan SOP dari alur proses registrasi WBP baru hingga
ke alur program pembinaan WBP dari tahap awal sampai akhir. WBP juga
sudah mengetahui media petunjuk pelaksana teknis melalui Sistem Database
Pemasyarakatan (SDP) yang berada di tiap blok hunian.

Dari hasil observasi dan dokumentasi, bahwasannya sudah terdapat
media petunjuk pelaksana yang sesuai SOP yaitu terdapat alur proses
registrasi WBP baru, alur program pembinaan WBP, dan alur proses
pemasyarakatan dari tahap awal sampai tahap akhir. Pada tiap blok hunian
terdapat Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) berupa TV LCD yang dapat
dilihat oleh WBP untuk melihat informasi tahapan-tahapan yang harus
dilakukan agar bisa mendapatkan hak integrasi.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, para
pegawai sudah memahami media petunjuk pelaksana teknis untuk
penanganan kelebihan kapasitas pada Lapas begitu juga dengan WBP yang
sudah mengetahui alur proses pemasyarakatan yang bisa dilihat melalui SDP
di tiap blok hunian. Adanya media petunjuk pelaksana teknis tersebut agar
WBP dapat mengikuti tahapan-tahapan tersebut untuk mendapatkan hak
integrasinya, sehingga pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan
Kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dapat berjalan dengan
sistematis dan terarah.

5.2.3 Wewenang

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu
pemberian tugas kepada pelaksana kebijakan yang menjamin atau
meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan
yang mereka kehendaki. Agar berjalannya pelaksanaan Kebijakan Grand

Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, Direktorat Jenderal
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Pemasyarakatan melakukan bimbingan teknis dan supervisi kepada petugas
yang berada di UPT-UPT terkait supaya dapat melaksanakan tugasnya sesuai
dengan regulasi yang ada. Bimbingan teknis yang dilakukan yaitu mengenai
penilaian perilaku dan sikap WBP. Para petugas di UPT-UPT terkait ini harus
bisa melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan yang baik bagi WBP
agar WBP bisa cepat mendapatkan hak integrasinya.

Dalam melaksanakan wewenang pada Kebijakan Grand Design
Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, harus sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan maupun di regulasi-
regulasi lainnya. Dari hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas IIA
Jakarta, di tiap seksinya sudah menjalankan wewenangnya sesuai dengan
SOP yang ada dengan memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan
bagi WBP walaupun dengan jumlah SDM yang sangat minim tetapi
wewenang yang sudah diberikan tetap harus dilaksanakan dan harus berjalan
dan pemberian hak integrasi yang masih terkendala oleh tidak adanya
penjamin dari WBP sehingga WBP pulang sesuai dengan tanggal
hukumannya tetapi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta tetap membantu
dengan usulan remisi bagi WBP.

Untuk mengatasi penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika
Kelas I1A Jakarta, para petugas harus melakukan pelayanan yang baik kepada
WBP dan melakukan pengamanan yang humanis agar WBP mau mengikuti
pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian supaya WBP
mendapatkan hak integrasinya. Dari hasil observasi dan dokumentasi yang
didapat, para pegawai di Lapas Narkotika Kelas IlA Jakarta melakukan
tugasnya sesuai dengan apa yang diberikan terhadap wewenangnya. Kegiatan
pembinaan, pelayanan, dan pengamanan bagi WBP berjalan dengan
semestinya walaupun kondisi Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta yang
kelebihan kapasitas. Kegiatan pemberian integrasi juga sudah berjalan
dengan cukup baik walaupun terdapat kendala WBP yang gagal dalam
pemberian integrasi dikarenakan tidak ada penjamin.
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Dari hasil temuan yang pada Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta, Para
pimpinan dan staff sudah memahami wewenang yang telah diberikan
mengenai penanganan kelebihan kapasitas. Para petugas tetap melakukan
tugasnya sesuai dengan SOP walaupun terkendala dengan jumlah SDM yang
tidak sebanding dengan WBP. Dalam melakukan kegiatan untuk penanganan
kelebihan kapasitas pada Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta masih terdapat
kendala dalam proses pemberian hak integrasi bagi WBP yang tidak ada
penjamin. WBP yang terkendala masalah tersebut tidak bisa di proses
pemberian integrasinya alhasil WBP dapat pulang murni sesuai dengan
tanggal hukumannya. Untuk membantu WBP yang gagal dalam pemberian
integrasinya, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta hanya bisa memberikan
usulan remisi bagi WBP yang masih membuat Lapas tetap penuh. Sehingga
pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas
Narkotika Kelas I1A Jakarta belum berjalan dengan sempurna dikarenakan
pemberian integrasi WBP belum mencapai target ataupun melebihi target.

5.2.4 Fasilitas

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu adanya
sarana prasarana sebagai penunjang keberhasilan suatu kebijakan apa yang
diberikan kepada para pelaksana dan bagaimana fasilitas ini berfungsi kepada
WBP yang dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Selain
harus memiliki staff yang kompeten dan mumpuni di bidangnya, sarana
prasarana harus dapat mendukung proses pelaksanaan kebijakan tersebut.
Jika fasilitas tidak mendukung, maka dapat terjadinya hambatan dalam
pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta,
pelayanan WBP dari segi kebutuhan dasar sehari-hari sudah memadai dengan
tersedianya makanan dan air minum yang layak konsumsi, tersedianya klinik
untuk melayani kesehatan bagi WBP, serta kebutuhan air untuk mandi yang
cukup bagi WBP. Lalu dari segi pembinaan kepribadian juga tersedia layanan

pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan rehabilitasi yang cukup baik bagi
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WABP. Begitu juga dari segi pembinaan kemandirian yang tersedia bengkel
kerja atau tempat kegiatan produksi bagi WBP untuk mengasah skill. Lalu
dari segi pengamanan WBP yang sarana prasarananya sudah lengkap seperti
alat keamanan body scanner, x-ray, serta alat pendukung lainnya seperti
senjata, borgol, dan lain sebagainya.

Namun, dalam melakukan Kebijakan Grand Design Penanganan
Kelebihan Kapasitas, terdapat hambatan mengenai sarana prasarana yang
terdapat pada Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta yaitu dari segi kebutuhan
dasar WBP masih terdapat beras yang kurang bagus untuk konsumsi WBP,
tidak adanya dokter gigi, dan ruang rehabilitasi yang tidak dapat menampung
WBP sehingga rehabilitasi dilakukan di area blok hunian WBP. Terdapat
hambatan mengenai sarana prasarana di pembinaan kemandirian yaitu
minimnya kapasitas untuk kegiatan produksi bagi WBP sehingga tidak dapat
menampung semua WBP yang mau mengikuti program pembinaan
kemandirian. Namun, para sebagian WBP sudah merasa cukup dengan
fasilitas yang diberikan mengenai pelayanan, pembinaan, dan informasi tetapi
tidak dengan fasilitas kamarnya. WBP merasakan susah tidur dikarenakan
kamar diisi 30 (tiga puluh) orang dikarenakan kelebihan kapasitas.

Dari hasil observasi dan dokumentasi, sarana yang terdapat pada Lapas
Narkotika Kelas I1A Jakarta untuk melakukan pelayanan, pembinaan, dan
pengamanan sudah hampir lengkap. Pada pelayanan kebutuhan dasar seperti
makan dan minum sudah memenuhi gizi bagi WBP. Lalu untuk pelayanan
kesehatan juga sudah memadai dengan adanya klinik, walaupun tidak adanya
dokter gigi petugas Lapas Narkotika Kelas I11A Jakarta membuat janji dengan
dokter gigi tersebut yang bekerjasama dengan RS Pengayoman. Jika WBP
yang membutuhkan dokter gigi akan dijadwalkan seminggu sebelumnya.
Lalu untuk pelayanan rehabilitasi yang fasilitas tempatnya masih kurang
sehingga sebagian WBP melakukan rehabilitasi di tiap blok hunian. Pada
fasilitas pembinaan kepribadian sudah cukup memadai yaitu tersedianya
lapangan untuk kegiatan olahraga, tersedianya tempat ibadah agama islam,

nasrani, konghucu, dan tersedianya ruangan kelas bagi yang mengikuti
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kegiatan pendidikan. Pada fasilitas pembinaan kemandirian sudah lengkap
tetapi kapasitas untuk melakukan produksi belum bisa menampung semua
WBP, sehingga yang mengikuti pembinaan kemandirian sangatlah sedikit.
Untuk sarana informasi sudah sangat memadai terdapat Sistem Database
Pemasyarakatan (SDP) berupa TV LCD yang diletakkan di tiap blok hunian
agar WBP dapat mengetahui informasi yang dicari. Pada sarana keamanan
juga sudah memadai dari adanya body scanner di area depan portir dan juga
terdapat x-ray. Untuk sarana penunjang keamanan lainnya juga sudah lengkap
walaupun terdapat peralatan yang rusak.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta,
bahwasannya fasilitas yang ada sudah lengkap tetapi dikarenakan kondisi
Lapas yang melebihi kapasitas maka beberapa fasilitas yang berada pada
Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta masih kurang untuk menampung WBP
yang ada. Seperti pada pelayanan rehabilitasi yang ruang kelasnya tidak dapat
menampung semua WBP akhirnya agar kegiatan rehabilitasi tetap berjalan
maka kegiatan tersebut dilakukan di area blok hunian. Lalu pada pembinaan
kemandirian yang fasilitas nya sudah lengkap tetapi kapasitas untuk kegiatan
produksinya tidak dapat menampung seluruh WBP. Hal tersebut dapat
mempengaruhi jumlah WBP yang ingin mengasah skill nya untuk
mendapatkan hak integrasi. WBP banyak yang mengikuti kegiatan
kepribadian dikarenakan masih minimnya kapasitas kegiatan produksi pada
pembinaan kemandirian. Sehingga pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan
Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta belum optimal
untuk melakukan pembinaan dan pelayanan pada WBP.

5.3 Disposisi
5.3.1 Sikap Pelaksana

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari
sikap para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan yang
sudah ditetapkan terutama bagi kepentingan WBP. Jika para pelaksana

kebijakan tidak menjalankannya, maka dapat menimbulkan hambatan
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terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Agar berjalannya pelaksanaan
Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas,
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan pengarahan mengenai sikap,
keinginan, dan komitmen pada seluruh petugas pemasyarakatan di UPT-UPT
terkait dalam melaksanakan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan
Kapasitas. Walaupun Lapas pada tiap tahunnya terus menghadapi kelebihan
kapasitas, para petugas tidak boleh lengah dan harus tetap terjaga di setiap
harinya dan selalu bekerja sesuai dengan SOP.

Dari hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta, para
pegawai memiliki komitmen dengan bekerja tidak keluar dari aturan-aturan
yang ada. Para pegawai sudah bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Dalam
melakukan penanganan kelebihan kapasitas para petugas sangat berkomitmen
dalam melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian serta pemenuhan
hak integrasi bagi WBP serta melakukan mutasi WBP ke Lapas-Lapas
penyanggah yang belum mengalami kelebihan kapasitas. Walaupun jumlah
pegawai dengan WBP tidak sebanding, para petugas berusaha untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada WBP baik dari pelayanan
kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, pelayanan dalam pemberian hak
integrasi bagi WBP, memperbanyak program pembinaan kemandirian untuk
syarat pengajuan hak integrasi bagi WBP. Para pegawai juga membantu WBP
dalam menggali skill nya, dan para petugas pengamanan juga tetap
berkomitmen dalam pengamanan ketertiban di Lapas Narkotika Kelas 11A
Jakarta.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas 1A
Jakarta, para pegawai sudah menjalani tugas pokok dan fungsinya sesuai
dengan perintah dan arahan dari para pimpinan. Para pegawai sudah
melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan SOP yang
ada dalam melakukan pemberian pelayanan, pembinaan, maupun
pengamanan guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Dari hasil temuan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta,

bahwasannya kemauan dan kesungguhan para pegawai dalam melakukan



125

penanganan kelebihan kapasitas sudah cukup baik. Walaupun jumlah petugas
tidak sebanding dengan jumlah WBP yang ada, para petugas tetap
berkomitmen untuk membantu para WBP dalam pemberian hak integrasinya
dengan selalu melakukan pembinaan kepada WBP dan membantu WBP
dalam menggali minat bakatnya sebagai bekal hidup ketika sudah keluar dari
Lapas. Lalu para pegawai juga melakukan mutasi WBP ke Lapas-Lapas
penyanggah yang belum mengalami kelebihan kapasitas agar penanganan
kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas II1A Jakarta berjalan dengan
efektif. Sehingga pada pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan
Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta para pegawai sudah
memiliki integritas yang baik dalam menjalankan tugasnya.
5.3.2 Insentif

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari
penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana
kebijakan agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam
melaksanakan kebijakan. Pada pelaksanaan Kebijakan Grand Design
Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, hambatan yang paling utama
terdapat di minimnya anggaran. Agar berjalannya pelaksanaan Kebijakan
Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas, Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan melakukan pendekatan dengan pihak eksternal
seperti pemerintah daerah yang anggarannya dapat diambil dari Balai Latihan
Kerja (BLK) untuk pelaksanaan penanganan kelebihan kapasitas di masing-
masing daerah UPT terkait. Dalam melakukan kebijakan tersebut harus
menjalin relasi atau mitra yang dapat membantu anggaran terkait pelaksanaan
penanganan kelebihan kapasitas.

Hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta, anggaran
yang sudah diberikan sudah cukup untuk melakukan penanganan kelebihan
kapasitas. Walaupun terdapat kekurangan, negara tetap memfasilitasi.
Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam hasil wawancara mengenai

insentif yaitu anggaran yang diterima belum cukup untuk melakukan
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pelayanan dan pembinaan yang sempurna bagi WBP. Lalu untuk usulan
peralatan pada keamanan dan ketertiban juga tidak semuanya dapat dipenuhi
dikarenakan anggaran yang terbatas. Dari hasil observasi yang dilakukan
pada Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta, anggaran yang diberikan belum
cukup untuk melakukan pembinaan kepada WBP. Masih terdapat fasilitas
yang belum memadai untuk melakukan pelayanan dan pembinaan bagi WBP
karena terbenturnya anggaran.

Dari hasil temuan yang didapat pada Lapas Narkotika Kelas 1A
Jakarta, bahwasannya anggaran yang didapat juga dibantu oleh pemerintah
daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kelebihan kapasitas
di Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta sangat minim dan anggaran tersebut
harus bisa cukup untuk melakukan tugas pokok dan fungsi terkait pelayanan,
pembinaan, dan pengamanan bagi WBP. Masih kurangnya fasilitas dan
kegiatan pembinaan yang tidak mencapai sempurna dan usulan peralatan
pengamanan serta yang lainnya juga tidak semuanya bisa dipenuhi.
Keterbatasan sumber daya anggaran tersebut membuat pelaksanaan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design
Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta
menyulitkan petugas lapangan dalam melakukan kegiatan secara optimal dan

kegiatan tersebut tidak berjalan dengan sempurna.

5.4 Struktur Birokrasi
5.4.1 Standard Operating Procedure (SOP)

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari
aturan yang jelas bagi para pelaksana untuk melakukan kegiatan di setiap
harinya sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil wawancara pada Lapas
Narkotika Kelas IlA Jakarta dalam melakukan penanganan kelebihan
kapasitas, para pegawai melakukan pembinaan dan pelayan bagi WBP sudah
sesuai dengan SOP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99

Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
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Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lalu para
petugas pengamanan bagi WBP juga melakukan kegiatan keamanan dan
ketertiban sudah sesuai SOP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33
Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas I1A
Jakarta, melihat mekanisme petugas yang telah melakukan pelayanan,
Pembinaan, dan pengamanan bagi WBP sudah mengikuti SOP yang
ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi para pegawai di Lapas Narkotika Kelas
I1A Jakarta sudah berjalan dengan SOP.

Dari hasil temuan yang didapat pada Lapas Narkotika Kelas 1A
Jakarta, bahwasannya secara menyeluruh mengenai SOP dalam melakukan
penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta sudah
sangat baik karena memiliki SOP yang lengkap, sehingga pelaksanaan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand
Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Narkotika Kelas 1A
Jakarta tata kerja dari para pegawainya sudah dapat terarah sesuai dengan
teori yang dikemukakan Edwards Ill. SOP dilakukan agar memungkinkan
pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan segala kegiatannya sesuai
standard yang telah ditetapkan.

5.4.2 Fragmentasi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu dari
sebaran tanggung jawab berbagai aktivitas atau kegiatan pada bebarapa unit
kerja yang sesuai pada bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya
struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan
oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. Para pegawai tidak bisa lari dari
tanggung jawab dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan

hasil wawancara pada Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta, para pegawai sudah
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melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada. Pada pegawai di seksi
bimbingan narapidana/anak didik serta pegawai di seksi kegiatan kerja sudah
melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan mengimplementasikan
kebijakan ini. Pada pegawai di bagian keamanan dan ketertiban juga sudah
melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP. Para pegawai sudah menjalankan
perintah yang diarahkan oleh pimpinan. Namun, masih terdapat hambatan
dalam melakukan pembinaan kepada WBP dalam kegiatan keagamaan yaitu
tidak hadirnya koordinator yang akhirnya kegiatan tersebut diisi oleh bagian
penjagaan dan pengawasan tanpa dihadiri oleh pegawai seksi bimbingan
narapidana/anak didik. Hambatan lainnya yaitu dari seksi kegiatan kerja
yaitu, kegiatan pembinaan kemandirian bagi WBP terdapat kegiatan yang
kurang relevan untuk melakukan produksi.

Hasil observasi yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta,
para pegawai di tiap seksinya sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya
sehari-hari sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Para pegawai juga sudah
melakukan perintah sesuai yang diarahkan oleh pimpinan. Tetapi, terkait
kedisiplinannya terdapat hambatan dalam melakukan kegiatan pembinaan
kepribadian yaitu koordinator yang tidak hadir untuk melakukan kegiatan
pembinaan bagi WBP sehingga kegiatan tersebut berlangsung tanpa
didampingi oleh pegawai seksi bimbingan narapidana/anak didik. Alhasil
kegiatan tersebut diisi oleh pegawai di bagian penjagaan dan pengawasan.
Lalu terkait dengan kegiatan produksi di pembinaan kemandirian juga
terdapat kegiatan yang kurang relevan untuk melakukan produksi.

Hasil temuan yang didapat pada Lapas Narkotika Kelas 1A Jakarta,
bahwasannya para pegawai sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP
yang ditetapkan. Namun, dalam melakukan kegiatan pembinaan kepribadian
masih terdapat pegawai yang tidak hadir sehingga kegiatan tersebut tetap
berjalan tetapi tidak didampingi oleh pegawai seksi bimbingan
narapidana/anak didik. Agar pembinaan kepribadian tetap berjalan, kegiatan
tersebut diisi oleh pegawai penjagaan dan pengawasan Yyang

menggantikannya. Hal tersebut membuat jalannya pembinaan kepribadian
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tidak efektif dikarenakan diisi oleh pegawai yang bukan dibidangnya. Lalu
pada pembinaan kemandirian tugasnya yaitu untuk membimbing WBP
supaya banyak menyerap tenaga di bidang ini untuk bekal hidup WBP setelah
keluar dari Lapas. Namun, pada kegiatan produksi di kegiatan kerja masih
terdapat kegiatan yang tidak relevan dalam potensi pengembangannya.
Sehingga pada pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Pada
Lapas Narkotika Kelas I1A Jakarta para pegawai terus berupaya semaksimal

mungkin untuk bertanggung jawab pada kedisiplinan dan komitmennya.



